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TENTANG
 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMENj, PEJABAT YANG BERWENANG
 
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT
 
SPMj, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 
NEGARA (APBNj(DEKONSENTRASl PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
 
PENYULUHAN PERTANIAN, PERlKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG
 

TAHUN ANGGARAN 2014
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Membaca	 Surat Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung Nomor 
902(029(IV.Ol(2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Usulan 
Nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, 
Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Penge1uaran APBN Tahun 
2014; 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara 
(APBN)(Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Sekretariat 
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Kornitmen], Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari 
segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kcgiatan dimaksud 
sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(RKA-KL) yang bersangkutan; 

b. bahwa Pejabat (Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan mcmcnuhi syarat untuk 
ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Kornitmen], 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Ncgara (APBNj( 
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014; 
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c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, 
perlu menunjukjmengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Sekretariat Badan 
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan 
Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten lang Perbendaharaan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 TRhun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dae-ah: 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 'I'ahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pe nda.patan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 'Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai 
Bagian Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 9 Tahun 2013; 

Memperhatikan:	 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dcpartcmcn 
Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPMI, BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA 
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, 
PERlKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 
ANGGARAN 2014. 
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KESATU
 

KEDUA
 

Menunjuk PejabatjPegawai Ncgcn Si pil yang Nama, NIP, dan 
Pangkar/Oolongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, 
kolom 7. Kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat 
Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Per-intah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran dengan nama programjkegiatan 
sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini. 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kcgiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementer'ian NegarajLembaga (RKA~KL) yang 
bersangkutan: 

b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) sctiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kcgiatan pada bulan yang lalu; 

d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya I (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya I (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g. wajib mengadakan pembukuanjpencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas 
anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

2.	 jumlah uangjdana yang masih tersedia; 
3.	 keadaanj perkembangan kegiatan ba.ik fisik maupun 

keuangan; dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang tcrkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrakj 
spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan 
d ari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 
I (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

,.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang mcrupakan 
aset Pemerintah Daera.h. 
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KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM
 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat 
Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan 
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menenma, 
menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada Satuan Kerja serta : 

a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332jMjVj9jI968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 217jKMK.03jI990 tanggal 22 Februan 1990 
tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pclaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri 
Kcuangan Republik Indonesia Nomor 523jKMK.03j2000 
tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas; 

c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; 

d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui : 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas me1akukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwcnang menguji 
dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalarn tolok ukur atau jenis pengeluaran: 

2.	 jumlah uang/dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan; 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit /bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya. 
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KETUJUH	 Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar [Pejaba.t SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)jDekonsentrasi pada 
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang 
ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

KEDELAPAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Kornitrnen], Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen 
Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang 
ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas me1akukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pembuat Komitrnen], Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani Sur-at Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Penge1uaran adalah nama sebagaimana ditetapkan 
dan tercantum da1am Lampiran Keputusan ini. 

KESEMBILAN	 Keputusan ini mu1ai berlaku pada tanggal I Januari 2014 sampai 
dengan 31 Desember 2014) dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan pembetu1an sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tan al 

GUBER 

Tembusan: 
1.	 Ketua BPK RI di Jakarta; 
2.	 Menteri Dalam Negerl RI di Jakarta; 
3.	 Menteri Keuangan Rl di Jakarta; 
4.	 Kepala Kantor BPK Rl Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)
 

Provinei Lampung di Bander Lampung:
 
6.	 Inspektur Provinsi Lampung ill Bandar Lampung; 
7.	 Kepala Bappeda Provlnsi Lampung di Telukbetung; 
8.	 Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
9.	 Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
10.	 Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung; 
11.	 Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung; 
12.	 Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung; 

Research
Rectangle

Research
Rectangle

Research
Rectangle
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Rectangle
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 

NOMOR : GI ~/ IB.VIHK/2014 
TANGGAL : /3 FEBRUARI2014. 

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABATIPNS YANG DlTUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, 
PEJABAT YANG BERlUGAS MELAKUKAN T1NDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN 
ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI 

DAN MENANDATANGANI SURA T PERlNTAH MEMBA YAR (PEJ ABAT SPM), BENDAHARA 
PENGELUARAN APBNIDEKONSENTRASI FAD A SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI 

PENYULUHAN PERTANIAN, PERI KANAN DAN KEHUT ANAN PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN ANGGARAN 2014 

NO. 

SURAT 
PENGESAHAN 
DAFTAR ISIAN 
PELAKSANAAN 

ANGGARAN 

MATA 
ANGGARAN 

I 
I. 

2 
018.10.3.129219 
/2014 
05-12-2013 

3 
(018) 
(10) 
(12) 

(129219) 

1.1. 
, \ 

018.10.3.129219 
/2014 
05-12-2013 

018.10.13. 

I. I. 1 018.10.3.129219 
/2014 
05-12-2013 

018.10.13. 
1812 

2. 029.0&3.129229 
/2014 
05-12-2013 

(029) 
(08) 
( 12) 

(129229) 

PROORAM 
KEGIATAN 

4 
-

Program 
Pengembangan 
SDM 
Perranian dan 
Kelembagaan 
Petani 

Pemantapan 
Sistem 
Penyuluhan 
Pertanian 

-


VAKA (Rp) 
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PEMBUAT 

KOMITMEN 

PEJABAT YANG 
BERWENANG 
MENGUJI DAN 

MENANDATANGANI 
SPM 

RENJ)AHARA 
PENGELUARAN KETERANGAN 

, 
21.520.7/0.000,­

6 7 
Ir. NASRIZAL JAUNUS, MM -
NIP. 19590815 198603 I 007 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
Kepala Sekretariat Badan 

Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Lampung 

8 
-

9 
-

10 
Sekretariat Badan 
Koordinasi 
Penyuluhan 
Pertanian, Pertkenan 
dan Kehuranen 
Provinsi Lampung 

22.520.710.000,- Ir. NASRIZALJALINUS, MM Jr. BUDl 
NIP. 19590815 198603 1 007 KUSPR1Y ANTO, MEP 
PembIna Utama Maeya (IV/d) Pembina (IV/a) 
Kepala Sekretariat Badan NIP. 19620809 

Koordinasi Penyuluhen Pertanlan, 1991032004 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Lampung 

JAMES A 
LUBIS, SH 

Pembina (IV/a) 
NIP. 19591012 

198203 I 021 

TURZINA INANI 
Penata Muda Tk. I 

(Hllb) 
NIP. 19710428 
1992032003 

Sekretariar Badan 
Koordinas! 
Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan 
Provinsi Lampung 

22.520.710.000,- Ir. NA$RIZALJALINUS, MM Ir. BUOI 
NIP. 19590815 19~60] 1 U07 KUSPRIYAh'TO, MEP 
Pembina Utama Madya (lV/d) Pembina (IV/a) 
Kepala Sekretariat Badan NIP. 19620809 

Koordinasi Penyutuhan Pertenian, 1991032004 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Lampung 

JAMES A 
LUBIS, SH 

Pembina (IV/a) 
NIP. 19591012 

198203 I 021 

TURZINA INANI 
Penara Muda Tk. I 

(Hllb) 
NIP. 19710428 
1992032003 

Sekretariat Badan 
Koordtnasi 
Penyuluhan 
Pertanien, Perikanan 
dan Kehuranan 
Provinsi Lampung 

1.093.201.000,­ lr NASRIZAL JALINUS, MM -
NIP, 19590815 198603 1 007 
Pembina Uterna Madya (lV/d) 
Kepala Sekretariat Badan 

Koordinasi Penyuluhan Pertaniun, 
Perikanan dan Kehuranan Provinsi I 

r.amounc I 

- - Sekrerariat Badan 
Koordinasi 
Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan 
dan Kehuranan 
Provinsi Lampung 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.1. 029.08.3.129229 029.08.10. Program 1.093.201.000,- Jr. NASRIZAL ]ALlNUS, MM Ir. MARIA SUYATI, B.Se ASNAWI Sekretariat Badan 

12014 Penyuluhan dan NIP. 19590815 198603 1 007 JOJORROTUA Penata lk I (Ill/d) Peugatur Muda Tk. r Koordinasi 
05-12-2013 Pengembangan 

SDM 
Kehutanan 

Pembina Utama Madya (IVId) 
Kepala Sekretariat Badan 

Koordtnast Penynluhen Pertanlan, 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Lampung 

NAINGGOLAN, MTA 
Pembina (IV/a) 
NIP. 19580210 
198503 1 004 

NIP. 19580513 
1983032005 

(IIIb) 
NIP, 19710202 
200701 1 007 

Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan 
Provinsi Lampung 

2.1.1 029.08.3.129229 029.08.10. Penlngkatan 1.093.201.000,- Ir. NASRlZAL JALINUS, MM II. MARIA SUVATI, B.Se ASNAWI Sekretariat Badan 
12014 2267 Penyuluhan NIP. 19590815 198603 I 007 JOJORROTUA Penata lk I (llVd) Pengatur Muda Tk. I Koordinasi 
05-12-2013 Kehutanan Pembina UtamaMadya (IV/d) 

Kepala Sekretariat Badan 
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Provlnsl 

Lampung 

NAINGGOLAN, MTA 
Pembina (IV/a) 
NIP. 19580210 
1985031004 

NIP. 19580513 
1983032005 

(1I1b) 
NIP. 19710202 
200701 1 007 

Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan 
Provinsi Lampung 

3. 032.12.3.120006 (032) - 700.550.000,­ If. NASRIZALlALINUS, MM - - - Sekretariat Badan 
/2014 (12) NIP. 19590815 198603 I 007 Koordinasi 
05-12-2013 (12) Pembina UtemaMadya (IV/d) Penyuluhan 

(120006) Kepala Sekretariat Badan 
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Lampung 

Pertanian, Perikanan , 
dan Kehutanan 
Prcvinsi Lampung 

s.t. 032.12.3.120006 032.12.05. Program 700.550.000,- Ir. NASRIZALJAUNUS, MM Ir. CHANDRA MURNI SUYATI, B.Se PARDI. SP Sekretariat Badan 
/2014 Pengembangan NIP. 19590815 198603 I 007 Pembina Tk. I (IV/b) Penata Tk. I (Ill/d) Penata (III/c) Koordinasi 
05-12-2013 SDM Kelauran Pembina Utaua Madya (IVId) NIP. 19620809 199103 NIP. 19580513 NIP. 19620405 Penyuluhan 

) 
dan Perikanan. Kepala Sekretariat Badan 

Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
2004 1983032005 199403 1 005 Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Lamoung 
Provinsi Lampung 

.. 
3.1.1 032.12.3. [20006 032.12.05. Penyuluhan 700.550.000,- Ir. NASRIZALJAUNUS,.MM Ir. CHANDRA MURNI SUY ATI, B.Se PARDI. SP Sekretariat Badan 

/2014 2377. Keleutan dan NIP. 19590815 198603 1 007 Pembina Tk. I (IV/b) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Koordinasi 
05-12-2013 Perikanan. Pembina UramaMadya (IV/d) 

Kepala Sekretariat Badan 
Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi 

Lampung 

NIP. 19620809 199103 
2004 

NIP. 19580513 
1983032005 

NIP. 19620405 
199403 1 005 

Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan 
Provinsi Lampun 

. 

GUBERN!4 

SJACH
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